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PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 5 TAHUN 2013
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

WALIKOTA AMBON,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2003 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota
Ambon Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor 13) sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-
undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat
II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara RI tahun 1957 Nomor 80 ) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 29 18);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);




——

10.

o

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lepraran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor '59, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844},

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ientang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai daerah Yang Berhak
mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 1955
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 809);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang
Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137});

. Peraturan Pemerintah Noinor 27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1653,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);




15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161}); :

Dengan Persetujuan Persama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB ]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
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aerah adalah Kota Ambon.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
Walikota adalah Walikota Ambon.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu  yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi Pelavanan Persampahan/Kebersihan adalah orang
pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk  pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan.

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bersangkutan.



10.

13.

| 14.

17;

18.

19,

Obyck Retribusi Pclayanan Persampahan/Kebersihan adalah
pelayanan  pengangangkutan  Persampahan/Kebersihan  yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

L)

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah Daerah.

. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang
tidak seharusnya terutang.

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. -

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
Bidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang: merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persckutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya,
Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.

. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon
yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah. '

. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang

sclanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan cleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan
Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dah penyediaan
lokasi pengolahan sampah.
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Pasal 3
{1) Obvek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pelayanan persampahan/kebersihan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pcngambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
akhir sampah; dan

¢. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

{2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}, vaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah,

sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjck Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang
pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/
kebersihan.

BAB Iil
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
ingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur
berdasarkan jenis pelayanan, luas bangunan, fungsi bangunan, jumlah
lantai bangunan, jumlah penghuni bangunan, jangka waktu pelayanan
dan berat sampah yang dihasilkan wajib retribusi.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan adalah dengan memperhatikan biaya
penvediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.



(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian
biaya.

Pasal 8
Besarnya tarif Retribusi ditetapkan, sebagai berikut :
OBJEK
NO RETRIBUSI GOLONGAN SATUAN TARIF
1 2 3 3
1 | Perumahan 1. Perumahan Rp. 6.000/bulan
Permukiman
2. | Asrama 1. Besar (101 s/d 200 Rp. 400.000/bulan
orang)
2. Sedang ( 51 s/d 100 Rp. 200.000/bulan
orang)
3. Kecil ( < 50 orang ) Rp. 100.000/bulan
Kos-kosan Per kamar Rp. 2.000/kamar
4. | Pusat 1. Maal/Plaza/ Rp. 2.000.000/bulan
Perbelanjaan Hipermart/ ;
Supermart
2. Minimart/Toko Rp. 250.000/bulan
3. Kios Rp. 25.000/bulan
6. | Perkantoran 1. Pemerintah Rp. 1.100.000/bulan
2. Swasta
- PT Rp. 500.000/bulan
-CV Rp. 100.000/bulan
3. Lain-lain FA Rp. 50.000/bulan
7. | Rumah 1.Restoran Rp. 200.000/bulan
Makan/Restor 2.Rumah Makan Rp. 100.800/bulan
an 3.Rumah Kopi Rp. 50.000/bulan
Kantin/Waru 4.Kantin/Warung Rp. 25.000/bulan
ng/Rumah
Kopi
9. | Rumah Sakit| 1. Rumah Sakit
dan  sarana Pemerintah
kesehatan 0 Tipe A Rp. 1.600.000/bulan
lainnya 0 TipeB Rp. 720.000/bulan
0 Tipe C Rp. 400.000/bulan
0 Tipe D Rp. 120.000/bulan
0 Puskesmas Rp. 50.000/bulan
0 Puskesmas Rp. 15.000/bulan
Pembantu
2. Rumah Sakit
Swasta
0 Tipe A Rp. 1.500.000/bulan

J— ..
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treatmen khusus

19. | Pencucian . Pencucian Rp. 100.000/bulan
Mobil/Motor Mobil /Motor
20. | Pasar 1. Los/Lapak Rp. 1.000/hari
. Tenda/gerobak Rp. 1.000/hari
21. | Industri . Pabrik Rp. 200.000/bulan
22. | Perbengkelan | 1. Bengkel Mobil Rp. 100.000/bulan
. Bengkel Motor Rp. 50.000/bulan
23. | Gudang . Gudang Rp. 300.000/bulan
24. | Pembuangan . Sampah hasil Rp. 25.000/ton
Sampah di produksi industry
TPA non B-3
. Sampah industry
dengan Rp. 75.000/ton
penanganan/

. Sampah sisa-sisa

bangunan

Rp. 25.000/ton

. Sampah makanan /

minuman
kadaluarsa

Rp. 75.000/ton

. Pemusnahan

sampabh sita
jaminan dan/atau
hasil penertiban

Rp. 40.000/ton

. Sampah

pemusnahan ternak

Rp. 80.000/ton

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pungut di wilayah
Daerah.




BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11
(1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah suatu
jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
(2} Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.
{3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan.

{3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4},
didahului dengan surat teguran.

{6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD.

(2} Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 7 (tujuh) hart
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerirnaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh
Walikota.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada
Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka
waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib
Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu
yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

{4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



-

Pasal 15
(1} Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185,
diberikan tanda bukti pembayaran.
2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
} Bentuk, 1si, kualitas, ukuran -buku-buku dan tanda bukti
pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota, : i

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
scbagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ({tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus
melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran schagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan
oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB Xi
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 18

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan
Pertamanan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dan
pihk lain yang membantu diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pembayarannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 20
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
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BAB X1V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

(2) Dalam hal sebagaimana di maksud pada ayat 1(satu) tidak di patuhi
olehh wajib Retribusi, Walikota melalui pejabat dan/atau satuan kerja
perangkat daerah yang di tunjuk oleh Walikota berwewenang
memanggil dan menegur wajib Retribusi yang bersangkutan.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pecmbebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
DAN PEMBATALAN

Pasal 23

(1) Wanb Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan Retribusi Dacrah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi vang
terutang dalam hal sanksi terscbut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pcngurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
menyakinkan untik mendukung permohonannya.

{5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.



(6) Apabila sctelah lewat 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada
avat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan
pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
TATA CARA PENYELESAJAN KEBERATAN
Pasal 24

{1} Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan. ‘

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas. _

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .

{4} Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau
kckuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang
diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi terutang.

{(4) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1), telah
lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka
keberatan yang diagjukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya
kelebihan pembayaran retribust dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% {(dua persen) sebulan untuk paling lama
12 {dua belas) bulan.
{2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
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BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 27

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya  permohonan  kelebihan  pembayaran  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat.(2), telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
{salu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8}, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:

O]

nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa Retribusi;

¢. besarnya kelebihan pembayaran,;
d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 29
Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai
bukti pembayaran.
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BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 30

(1} Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa
setclah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutanghya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi. ;

(2} Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, tertangguhkan apabila :

a. diterbitkan surat teguran; atau 5
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

{4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, bahwa Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan
permohonan  angsuran atau  penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

1270

{(2) Walikota menctapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Daerah yang sudah kedaluwarsa scbagaimana dimaksud pada
ayat {1}.

{3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penvidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

{(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh Pejabat yvang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan

jelas;
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b. mencliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yvang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Dadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bldang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, ‘pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pclaksanaan tugas
penyldikan tindak pidana di bidang Retribusi,

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
uxbdwa ’

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaiinana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kcpada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

g}

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

{1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 {tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang bayar.

{2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang
beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen)
tiap bulannya yang belum dibayar olch Wajib Retribusi.

{3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersithan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 20023 Nomor 13 Seri
C Nomor 13) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 35
: Peraturan Daerah ini mutlai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scuap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Ambon. '

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Agustus 2013

N /4

%) s /
RICHARD LOUHENAPESSY

”
o

|

* LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2012 NOMOR 5.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 5 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

[.LUMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Daecrah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi
Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggungjawab sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. :

Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan
Retribusi  Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh
Pemerintah daerah pada saat memberikan pelayanan persampahan/
kebersihan kepada orang pribadi atau badan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal
112 undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dengan demikian diperlukan adanya
penycsuaian  terhadap retribusi  jasa pelayanan persampahan/
Kebersihan yang semula diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 13 Seri
C Nomor 13).

sSelain penyesuaian peraturan daerah ini dengan undang-undang
yvang berlaku saat ini maupun tarifnya, dengan peraturan daerah ini
diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pelayanan persampahan/
kebersihan bagi penduduk di kota Ambon.

II.LPASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
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Ayat (2)

Cukup Kelas.

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas. ~
Pasal ©
Cukup Jelas.
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Avyat (2}

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal &

Cukup Jelas
Pasal ¢

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat {2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Ayat (1)

./

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Avat (3)

Cukup Jelas.

Ayat {4)

Cukup Kelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup Kelas. |

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.
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Ayat (4)

Cukup Kelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat {6)

b Cukup'Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Avat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Kelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15
Avyat (1)

Cukup Kelas.

;";}‘at \..).)

Cukup Jelas.

Avat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Avat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Kelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
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Il&}r at ( 3 )

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Avat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Kelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

- Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Kelas.

Avat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.
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Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat {1}

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat {3)

Cukup Jelas.

Avat (4)

Cukup Kelas.

Ayat {9)
Cukup Jelas.
Avyat (6}

Cukup Kelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat {2)
Cukup Jelas.
Ayat (3}
Cukup Jelas.
Pasal 26
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 30
Ayat (1)

Cukup Kelas.

Avat (2)
Cukup Jelas.
Ayat {3}

Cukuyp Jelas.

Ayat (4)

Cukup Kelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 31
Avat (1)

Cukup Kelas.

Cukup Jelas.
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Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3}
- Cukup Jelas.

= : Pasal 32
Ayat (i) .
Cukup Kelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
A : Cukup Jelas.
1 Ayat (4)
- Cukup Kelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Kelas.
Ayat (2}
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
. ‘ Pasal 34
i ‘ Cukup Jelas
' Pasal 35
: Cukup Jelas
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